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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONFSIA

NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1998
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

a.

b.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Efck
melalul peningkatan permodalan Perusahaan Efek dan untuk
menjamin hak-hak kepemilikan Perusahaan Efck pada Bursa
Efek, maka perlu dilakukan perubahan ferhadap Perafuran
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 fenfang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perly menetapkan Peraturan
Pemeriniah tentang Perubahan Atas Peraiuran Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyclenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1845 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 19405,

Undang-undang Nomor & Tahun 1995 fentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

3. Peraturan ...



Menetapkan :

FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. erafuran Pemerittah Nomor 45 Tahun 1005 {entang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN PERMERINTAH NOMOR 45 TAIUN 1995 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1995 tenfang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi schagai berikul :

“Pasal 8

(1) Perusahaan Tfek yang telah menjadi pemegang saham Bursa
Efek fetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk
menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota
Bursa Efek, wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang
dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi
persyaralan scbagal anggota Bursa Ffek atau mengajukan
permintaan penjualan saham dimaksud kepada Bursa Lfek,
dalam jangka wakiu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan
sejak saat Perusahaan Efck tidak lagi memenuhi syaral sebagai
Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa
Efek,

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal kepemilikan saham belum beralih dalam jangka
wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) alau Perusahaan
Ffek mengajukan permintaan penjualan saham kepada Bursa
Efek, Bursa Ffek melelang saham dimaksud pada tingkat harga
ferbaik atau membeli kembali saham terscbutl pada harga

nominal.

(3) Pelelangan dan pembelian kembali saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu
selambat-lambainya 8 (enan) bulan terhitung sejak lewainya
jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau

sejak Bursa Efek menerima pengajuan perminfaan penjualan.,

(4) Dalam hal Bursa Efek memuiuskan uniuk melclang saham
schagaimana dimaksud dalam ayat (2), nanmun dalam jangka
waklu 6 (enam) bulan schagaimana dimaksud dalam ayat (3)
saham dimaksud tidak terjual, maka Bursa Efck membeli

saham ferscbul pada harga nominal.”

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PIRESIDEN
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s & e

Agar seliap orang mengetahuinya, memerinfahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Marei 2004
PRESIDEN REVUBLIK INDONESIA,

ttd,

MEGAWATT SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2004
SEXRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttdl.
BAMBANG KLESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1995
TENTANG FPENYELENGGARAAN KEGIATAN
DI BIDANG PASAR MODAL

UMUM

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang wajar, teratur dan efisien serla
mampu  bersaing dalam era perdagangan bebas, diperlukan upaya unfuk
meningkatkan kinerja Perusahaan Bfek anfara lain kualitas pelayanan, kualifas
sumber daya manusia, ketaatan ferhadap peraturan dan kualitas sistem Awck office.
Peningkatan kinetja Perusahaan Efek ini dapat dilakukan dengan memperkuat
kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahagn Efek melalui
peningkatan permodalan Perusahaan Efek,

Peningkatan permodalan Perusahaan Efek dimaksud sejalan dengan General
Frinciples Infernational Oiganization of Securitics Commision (JOSCO), yang
menyatakan bahwa harus ada peningkatan secara terus menerus lentang
persyaratan unfuk menjadi Perusahaan Efek yang memperhatikan prinsip kehati-
hatian, seperti strukfur permodalan awal dan pemeliharaannya schubungan dengan

perkembangan poiensi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Efek.

Dengan adanya peningkatan permodalan bagi Perusahaan LEfek, maka untuk
melindungi kepentingan Perusahaan Efek yang saat ini telah memiliki saham Bursa
Efek, maka jangka waktu pengalihan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada
pihak lain perlu diperpanjang.

PASAL .,
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PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 1I

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4372



